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Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat berpengaruh
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja baik dalam skala nasional maupun skala
daerah. Dalam skala daerah sgak diberlakukanya Undang-Undang No. 28 tahun
2009 Pemerintah Daerah dapat dengan mandiri merencanakan dan mel aksanakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah serta menggali sumber-sumber
keuangan daerah. Salah satu cara yang ditempuh Pemerintah Daerah adalah
dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah,
hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang
dipisahkan dari Penerimaan Adli daerah salah satunya berasal dari Pagjak
Penerangan Jalan. Pgjak Penerangan Jalan merupakan salah satu faktor yang
mendukung Pendapatan Adli Daerah apabila dilihat dari terus meningkatnya
jumlah Pgjak Penerangan Jalan yang berhasil dipungut setigp tahunnya yang
tentunya akan berpengaruh terhadap Pendapatan Adli daerah Tersebut.

Berdasarkan Undang-undang, Pagak Penerangan Jalan dipungut
berdasarkan Nila Jua Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh penyedia tenaga
listrik. Pgjak Penerangan Jalan dihitung dengan mengalikan jumlah tarif yang
tertera pada Peraturan masing-masing daerah dengan jumlah Nilai Jua Tenaga
Listrik. Untuk daerah kabupaten Banyuwangi berdasarkan Perda No. 2 tahun
2011 sebesar 9% untuk penggunaan rumah tangga, 3% untuk industri dan 1,5%
untuk listrik yang dihasilkan sendiri.

Dalam penerapanyadi Indonesia Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah PT
PLN, sehingga PT PLN wajib untuk memungut Pgak Penerangan Jalan pada
pengguna listrik. Dalam pemungutanya Pgjak Penerangan Jalan dibagi menjadi
dua berdasarkan jenis meteranya. Untuk meteran Prabayar dipungut ketika
pelanggan membeli token listrik, sedangkan untuk meteran Pascabayar dipungut
ketika tagihan invoice tiap bulan keluar.
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BAB. 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjadikan pagjak sebagai salah satu
dari pendapatan negara. Pgjak sendiri sudah mulai ada di Indonesia sgjak tahun
1945 yang didasarkan pada pasa 23A UUD 1945. Lembaga pemerintah yang
mengelola perpgjakan di Indonesia adalah Direktorat jenderal Pgjak (DJP) yang
merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementrian
Keuangan Republik Indonesia.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009). Pgjak
sebagal aat bagi pemerintah dalam mencapa tujuan untuk mendapatkan
penerimaan hak yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat
g8una membiayal pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi
masyarakat.

Segjak diberlakukanya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tangga 1
Januari 2001 maka pemerintah daerah bisa secara mandiri berkreasi mencari
sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran
daerah. Dari berbagai macam potensi penerimaan daerah, Undang-Undang
tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pgak dan retribusi daerah menjadi
sdlah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat
dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 2
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah terdapat 5 jenis Pgjak Provins dan 11 jenis Pgjak Kabupaten/K ota.

Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai
jenis sendi kehidupan masyarakat. Masing-masing jenis pajak daerah memiliki
objek, subjek, tarif dan berbagal ketentuan pengenaan tersendiri yang disesuaikan
dengan potensi dan kondisi yang ada di daerahnya masing-masing. Oleh karena
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itu, mungkin sgja terdapat satu atau lebih jenis pgjak daerah yang dipungut pada
suatu daerah, tetapi tidak dipungut di daereah lainnya selain itu, kalaupun
dipungut pada berbagai daerah, aturan yang diberlakukan tidak sama persis.

Mardiasmo (2016: 15) menyimpulkan pajak daerah dibagi 2 bagian yaitu
Pajak Provins dan Pajak Kabupaten/Kota. Pgjak Provins terdiri dari Paak
Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pgjak bahan Bakar
Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pagjak Rokok. Sedangkan Pajak
Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pgak Restoran, Pgjak Hiburan, Pajak
reklame, Pgjak Penerangan Jalan, Pgjak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak
Parkir, Pajak Air Tanah Pgak Sarang Burung Walet, Pgjak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Khusus
untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam
kabupaten/kota otonom, seperti daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pgjak yang
dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak daerah provins dan pajak untuk
daerah kabupaten/kota.

Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah
untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi
Daerah bahwa Pgjak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat, sebagai contoh yang termasuk pajak daerah adalah Pgak Penerangan
Jalan, Pgjak Parkir, Pgak Hotel dan Pgak Restoran. Retribusi Daerah adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khususnya disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan
orang-perorangan atau badan, sebagal contoh yang termasuk retribusi daerah
adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi
Pelayanan Pasar dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Sebaga salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan fungsi Pemerintahan Kabupaten, baik rutin maupun
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pembangunan. Pajak daerah dalam pelaksanaanya berdasarkan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, serta peran masyarakat dan akuntabilitas dengan
memperhatikan potens daerah yang telah diatur dalam Peraturan daerah Nomor 2
Tahun 2011. Pgjak Daerah di Kabupaten Banyuwangi salah satunya adalah Pajak
Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan dalam pelaksanaanya di Indonesia di
pungut oleh PT. PLN (Persero). PT. PLN (Persero) merupakan Badan Usaha
Milik Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia untuk memungut Pajak
Penerangan Jalan Kepada para Pengguna listrik PLN serta untuk menunjang
pembangunan daerah-daerah di Indonesia (www.PLN.co.id).

Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Banyuwangi diatur oleh Peraturan
Daeran Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pgak Daerah. Pgjak Penerangan Jalan
dalam pelaksanaanya di Banyuwangi dipungut oleh PT. PLN yang berada di
Kabupaten Banyuwangi. Pgjak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut
atas pemakaian tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh
dari penyedia tenaga listrik. Hal inilah yang membuat Pgjak Penerangan Jalan
menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar, karena pada
masa sekarang listrik merupakan hal yang sangat penting bagi segala sendi
kehidupan dan usaha. Selain itu, saat ini di Kabupaten Banyuwangi seluruhnya
telah diairi aliran listrik baik itu dengan daya rendah hingga lebih dari 200 kVA.
Yang mengakibatkan pendapatan dari Pgjak Penerangan Jalan menjadi besar
sehingga mencapai kisaran 15% dari Pendapatan Adli Daerah. Hal inilah yang
perlu diulas lebih lanjut mengingat bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan
salah satu kota pariwisata yang memiliki banyak objek pariwisata sehingga
banyak sekali hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang
seharusnya menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah dari Pgjak Restoran dan
Pajak Hotel yang sangat banyak.

Pgjak Penerangan Jalan merupakan salah satu Penyumbang terbesar dari
Pendapatan Adli Daerah. Berikut daftar Pendapatan Pgjak Penerangan Jalan yang
disetor oleh pihak PT. PLN (Persero) Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2016 —
bulan Maret 2018 dilihat dari jumlah PAD yang diterima oleh Kabupaten

Banyuwangi pada tahun yang sama.
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Tabd 1.1 Pendapatan Pgjak Penerangan Jalan PT. PLN (Persero) Kabupaten Banyuwangi
(Tahun 2016, 2017 dan sampai bulan Maret 2018)

NO TAHUN PENDAPATAN Rp KET.
1 2016 48.009.222.135,00
2 2017 63.142.871.595,00

Pendapatan hingga
bulan Maret

3 2018 16.147.728.360,00

Sumber : PT. PLN (Persero) Area Banyuwangi,2018

Pada tabel di atas dapat dilihat Pgak Penerangan Jalan yang dapat
disetorkan oleh PLN kepada BPKAD pada tahun 2016 sebesar 48 milyar yang
kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 63 milyar. Kemudian pada tahun
2018 sampai bulan Maret Pgjak Perangan Jalan yang dapat disetorkan sebesar 16
milyar. Jumlah ini diperkirakan dapat meningkat lebih besar lagi mengingat data
tersebut masih belum sampai pada pertengahan tahun.

Tabd 1.2 Pendapatan Adli Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016

_ Jumlah (Rp)
Uraian %
Pagu Anggaran Redlisas
n 120.827.699.063,0
1 Hasil Pgjak Daerah  125.304.997.546,00 . 96,43
Hasil Retribusi

32.395.873.742,00 34.538.322.397,00 106,61
Daerah

Hasil Pengelolaan
3 Kekayaan Daerah 16.166.252.031,00 15.066.252.031,00 93,20
yang dipisahkan
Lain-lain Pendapatan 197.497.429.936,1
. 179.393.865.373,26 110,09
Adli Daerah yang sah 0

Jumlah Pendapatan Adli 367.929.703.427,1
353.260.988.692,26 104,15
daerah 0

Sumber : banyuwangikab.go.id,2016
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Dari data PAD daerah banyuwangi pada tahun 2016 dapat dilihat bahwa
pendapatan daerah Banyuwangi sebesar 367 milyar. Pendapatan ini terdiri dari
hasil pgjak daerah sebesar 120 milyar, retribusi daerah sebesar 34 milyar,
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti dari laba yang didapat dari
perusahaan daerah sebesar 15 milyar dan dari hasil lain-lain pendapatan adli
daerah seperti dari dana hibah atau penjualan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan sebesar 197 milyar.

Tabel 1.3 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017

Jumlah (Rp)

No. Uraian %
Pagu Anggaran Redisasi

1 Hasil Paak Daerah  182.265441.313,35 140.421.636.149,05 77,04

Hasi| Retribusi
Dagerah
Hasil Pengelolaan
3 Kekayaan Daerah ~ 18.402.002.437,65  15.205.296.145,88 82,63
yang dipisahkan

47.083173.536,00  33.444.950.187,00 71,03

Lain-lain
4 Pendapatan Adli 212.250.916.429,00 20.486.971.330,92 9,65
Daerah yang sah
Jumlah Pendapatan Adli
daerah

460.001.533.716,00 209.558.853.812,85 45,56

Sumber : bpkad.banyuwangikab.go.id,2017

Dari data PAD daerah banyuwangi pada tahun 2017 dapat dilihat bahwa
pendapatan daerah Banyuwangi sebesar 209 milyar. Pendapatan ini terdiri dari
hasil pgak daerah sebesar 140 milyar meningkat dari tahun 2016. Retribusi
daerah sebesar 33 milyar, satu milyar lebih rendah daripada tahun 2016.
Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti dari 1aba yang didapat dari
perusahaan daerah sebesar 15 milyar, sedikit lebih besar dari tahun 2016. Dan dari
hasil lain-lain pendapatan asli daerah seperti dari dana hibah atau penjuaan
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kekayaan daerah yang tidak dipisahkan sebesar 20 milyar, lebih rendah daripada
tahun sebelumnya.

Tabel 1.4 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 sampai

dengan bulan Maret
N Jumlah (R
Uraian (Rp) %
Pagu Anggaran Redlisasi

1 Hasl Pgak Daerah  205.679.911.409,76 30.828.579.425,00 14,99

Hasil Retribusi
2 61.855.457.747,54 10.314.169.351,00 16,67
Daerah
Hasi| Pengelolaan
3 Kekayaan Daerah 21.965.034.996,47 13.008.592.759,70 59,22

yang dipisahkan

Lain-lain Pendapatan
. 237.880.937.981,14 5.715.768.930,82 2,40
Adli Daerah yang sah
Jumlah Pendapatan Adli
daerah
Sumber : bpkad.banyuwangikab.go.id,2018

Dari data PAD daerah banyuwangi pada tahun 2018, lebih tepatnya

527.381.378.134,91 59.867110.466.52 11,35

sampai bulan Maret dapat dilihat bahwa pendapatan daerah Banyuwangi sebesar
59 milyar. Pendapatan ini terdiri dari hasil pgak daerah sebesar 10 milyar.
Retribusi daerah sebesar 13 milyar. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
seperti dari laba yang didapat dari perusahaan daerah sebesar 13 milyar. Dan dari
hasil lain-lain pendapatan asli daerah seperti dari dana hibah atau penjualan
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan sebesar 5 milyar. Jumlah ini dapat
meningkat dikarenakan data tersebut hanya sampai bulan Maret 2018.

Dari data tersebut terlihat jumlah Pgak Penerangan Jalan yang diterima
oleh PT. PLN (Persero) pada tahun 2016 mencapai 34% dari Penerimaan Adli
Daerah dan pada tahun 2017 mencapai 44,9% dari keseluruhan penerimaan pajak
daerah, sdlain itu pada tahun tersebut Pgak Penerangan Jalan juga mampu
menyumbang sekitar 13% pada tahun 2016 dan 30% pada tahun 2017 dari total
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jumlah Pendapatan Adli Daerah. Jumlah ini termasuk jumlah yang besar bagi
Pendapatan Adli Daerah jika dilihat dari sumbernya yang merupakan Pajak
penerangan Jalan. Sedangkan untuk tahun 2018 sudah mampu memberikan
sumbangan untuk Pendapatan Asli Daerah yang terbilang besar meskipun hanya
sampai bulan Maret.

Pendapatan yang disumbangkan oleh Pgjak Penerangan Jalan meningkat
pada tahun 2016 - 2017. Ha ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pgak
Penerangan Jalan sudah terbilang bagus. Berbaga upaya telah dilakukan oleh
pihak PT. PLN (Persero) untuk meningkatkan jumlah pajak yang diterima mulai
dari penyuluhan hingga pembaruan sistem pelayanan pelanggan agar bisa
mengoptimalkan pendapatan Pajak Penerangan Jalan. Berdasarkan uraian tersebut
penulis akan membahas laporan tugas tugas akhir ini dengan judul “Mekanisme
Pengenaan Pajak Penerangan Jalan pada PT. PLN (Persero) Rayon Jajag

Area Banyuwangi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang
dapat diambil dalam laporan ini adalah “Bagaimana M ekanisme Pengenaan Pajak
Penerangan Jalan (PPJ) pada PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi”

1.3  Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tuyuan

a. Mengetahui mekanisme pengenaan pagak penerangan jalan pada PT. PLN
(Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi

b. Mengetahui proses pengenaan pajak penerangan jalan pada PT. PLN (Persero)
Rayon Jajag Area Banyuwangi

1.3.2 Manfaat

a. Memperoleh pengalaman praktis dari perusahaan khususnya yang
berhubungan dengan pelaksanaan Pagak Penerangan Jalan dan kegiatan
perpaakan lainnya.
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. Mengetahui secara langsung tata cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak
Penerangan Jalan pada PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi.
Mendapatkan kesempatan untuk bersosialisasi dalam suasana dan lingkungan

kerja yang sesungguhnya.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

21  Pengertian Pajak

2.3.1 Definisi Pgjak

Priantara (2016:2) menyimpulkan bahwa adapun definisi pgjak secara
resmi yang dimuat dalam UU KUP adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumarsan (2017:4) menyimpulkan “pajak dari perspektif ekonomi
dipahami sebagal beralihnya sumber daya sektor pribadi dari kepada sektor
publik”.

Priantara (2013:2) menyimpulkan bahwa ”pajak yang dipungut pada
prinsipnya adalah sama yakni maysrakat diminta menyerahkan sebagian harta
yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi
kepentingan bersama”.

Sumarsan (2017:4) menyimpulkan ciri-ciri yang terdapat pada pengertian
pajak antaralain sebagai berikut :

a. Pgak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pel aksanaanya.

b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor
swasta (wajib pgak yang membayar pajak) ke sektor negara (pemungut
paj ak/administrator pajak).

c. Pemungutan pagak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum
pemerintah dalam rangka menjalankan fungs pemerintahan, baik rutin
maupun pembangunan.

d. Tidak dapat ditunjukan adanya imbaan (kontraprestasi) individua oleh
pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

e. Selain fungs budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/ Anggaran
Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan, pajak juga berfungs sebagai aat untuk mengatur atau
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melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi
mengatur/regulatif).

2.1.2 Dasar Hukum Pgjak

Negara kita telah mnempatkan landasan pemungutan pajaknya dalam pasal
23a Undang-Undang dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut, “Segala pajak
untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”. Penjelasanya : Betapa cara
rakyat sebagal bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup,
harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri dengan perantara dewan perwakilanya.
Oleh karena penetapan belanja mengena hak rakyat untuk menentukan nasibnya
sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti
pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang dengan persetujuan
Dewan Rerwakilan Rakyat.

2.1.3 Dasar Teori Pemungutan Pgjak
Resmi (2016:5) menyimpulkan bahwa teori yang mendukung hak negara

untuk memungut pgjak pgak dari rakyatnya antaralain:

a Teori Asurans
Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan
segala kepentinganya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan juga harta
bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk
melindungi orang lain dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran
premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap
sebagal premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing
individu.

b. Teori Kepentingan
Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus
dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas
kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk
perlindungan jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.
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c. Teori GayaPikul
Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada
jasarjasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan
atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan biaya-
biaya yang harus dipikul oleh setiap orang yang menikmati perlindungan itu
yaitu dalam bentuk pajak.

d. Teori Kewgjiban Paak Mutlak (Teori Bakti)
Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan
kepentingan negara di atas kepentingan warganya, teori ini mendasarkan pada
paham Organische Staatsleer. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat
suatu negara, timbulah hak mutlak untuk memungut pajak.

e. Teori asas GayaBdli
Teori ini tidak mempersoakan asal mula negara memungut pajak, melainkan
hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar
keadilanya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan
pompa yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk
rumah tangga negara dan kemudian menyalurkanya kembali ke masyarakat
dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya

ke arah tertentu.

2.1.4 Pengelompokan Pajak
Priantara (2016:6) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan atau
penggolongan jenis-jenis pajak yang didasarkan pada suatu Kriteria, seperti siapa
yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan pada pihak lain,
sigpa yang memungut serta dSifat-sifat yang melekat pada paak yang
bersangkutan.
a. Menurut golongan
1) Pgak langsung adalah pgjak yang pembebananya langsung kepada WP
yang berkewajiban membayar pagaknya atau WP yang bersangkutan yang
harus memikul beban pajak dan beban pgak ini tidak dapat dialihkan
kepada pihak lain. Contoh : PPh
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2) Pgak tidak lansung adalah pagjak yang pembebananya dapat dialihkan
kepada pihak lain. Contoh PPN dan Pajak Penjualan. Pgjak ini dipungut
oleh WP PKP terlebih dahulu dan yang memikul beban pgak adalah
pengguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh WP tersebut.

b. Menurut sifat.

1) Pagjak subjektif adalah pgak yang waktu pengenaanya yang pertama
diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjek siketahui barulah
ditentukan objeknya. Contoh PPh

2) Pajak objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaanya yang pertama
diperhatikan adalah objeknya, setelah objek diketahui barulah menentukan
subjeknya. Contoh PBB.

c. Menurut lembaga Institusi pemungutan.

1) Pagjak pusat adalah pajak yang mengadmisintrasikan Pemerintah Pusat
dalam hal ini adalah Kementrian Keuangan yakni DJP. Contoh PPh, PPN.

2) Pgak daerah addah pgak yang diadministraskan oleh Pemerintah
Daerah. Pgjak Daerah dibebankan antara Pajak Provinsi dan Pgak
Kabupaten/Kota. Pgjak Provins terdiri dari Pgak Kendaraan Bermotor,
Bea Baik Nama Kendaraan Bermotor, Pgjak bahan Bakar dan Pagak
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Di Bawah Tanah dan Air Permukaan.
Sedangkan pajak Kabupaten/Kotaterdiri dari Pgjak Hotel, Pajak Reklame,
Pajak Pajak Penerangan Jalan, Pajak pengambilan Mineral bukan Logam

dan Batuan.

215 Fungs Pagak
Mardiasmo (2016:4) menyimpulkan bahwa ada duafunsi pgak, yaitu :
a. Fungs pendapatan (budgetair)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk mebiayai pengeluaran-
pengeluaranya.
b. Fungs pengaturan (cregulerend)
Paak sebaga aat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
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Contoh :
1) Pgjak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi
konsumsi minuman keras
2) Pgak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk
mengurangi gaya hidup konsumtif
3) Tarif pagjak untuk ekspor sebesar nol % untuk mendorong ekspor produk
Indonesiadi pasaran dunia.
Resmi (2016:3) menyimpulkan bahwa terdapat duafungsi pajak yaitu :
a. Fungs Budgetair (sumber keuangan negara)
Pajak mempunyai fungs budgetair, artinya pajak merupakan salah satu
sumber penerimaan pemerintah untuk membiaya penegeluaran baik rutin
maupun pembangunan.
b. Fungs regularend (pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat mengatur atau
melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosia ekonomi serta

mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.6 Syarat Pemungutan Pgjak
Sumarsan (2017:7) menyimpulkan syarat pemungutan pajak ada 4, yaitu :
a. Pemungutan pgjak harus adil
Seperti halnya produk hukum paak pun mempunya tujuan untuk
menciptakan keadilan dalam ha pemungutan pgak. Adil dalam hal
perundang-undangan maupun adil dalam hal pel aksanaanya.
b. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
Pemungutan pajak harus disesuaikan sedemikian rupa agar tidak mengganggu
kondis perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.
Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan
menghambat lgjunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat
kecil dan menengah.
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Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemunmgutan pajak harus
diperhitungkan. Jangan sampa pgak yang diterima lebih rendah daripada
biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, system pemungutan pajak
harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak
akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak dari segi penghitungan
maupun segi waktu.

Sistem pemungutan pajak harus sederhana

sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung
beban pajakyang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif
bagi parawajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.
Sebaliknya, jika sistem pemungutan pgjak rumit, orang akan semakin enggan
membayar pajak.

2.1.7 CaraPemungutan Pagjak

a Stelsdl Pgjak
Sumarsan (2017:13) menyimpulkan cara pemungutan pajak didasarkan pada

tigastelsd :

1) Stelsdl nyata (riil stelsel)
Pengenaan pgak berdasarkan objek penghasilan yang nyata, sehingga
pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah
penghasilan yang sesungguhnyatelah dapat diketahui.

2) Stelsel anggapan (fictieve stelse)
Pengenaan pgak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-
undang, misalnya, penghasilan pada suatu tahun dianggap sama dengan tahun
sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya
pajak yangterutang untuk tahun pajak berjaan.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.
Pada awal tahun, besarnya pgak dihitung berdasarkan suatu anggapan,
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kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang
sebenarnya.

Resmi (2016:9) menyimpulkan bahwa pemungutan pagak dapat dilakukan

dengan tigastelsdl yaitu :

1)

2)

3)

Stelsel nyata (riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan
pada objek yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, pemungutan pajaknya
baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan
yang sesungguhnya dalam suatu tahun pagjak diketahui.

Stelsel anggapan (fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan paak
didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. sebagai
contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun
sebelumnya, sehingga pajak yang terutang sehingga paak yang terutang pada
suatu tahun dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya.
Stelsel campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan
pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun,
besarnya pgak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir
tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

Sistem Pemungutan Pajak
Mardiasmo (2016:9) menyimpulkan bahwa pemungutan pgak ada tiga

jenis, yaitu:

1)

2)

Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenag kepada pemerintah
(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wgjib Pajak.
Ciri-cirinya:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus

b) Wagjib Pajak bersifat pasif

¢) Utang paak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
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Ciri-cirinya:

a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wgjib
Pajak sendiri

b) wajib Pgak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang

c) fiskustidak ikut campur dan hanya mengawasi.

With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pgak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pgjak yang bersangkutan) untuk

menentukan besarnya pagjak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
Resmi (2016:11) menyimpulkan bahwa dalam memungut pajak dikenal

beberapa sistem pemungutan yaitu :

1)

2)

3)

22

Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpaakan
untuk menentukan sendiri jumlah yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

SAf Assesment System

Sistem pemungutan yang memberi wewenang Wajib Pgjak dalam menentukan
sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang
dirunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pgjak

sesual dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pajak Daerah
Mardiasmo (2016:14) menyimpulkan beberapa pengertian atau istilah

yang terkait dengan Pgjak Daerah Antaralain:
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a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyal batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pagak daerah, yang selanjutnya disebut Pagjak, adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

c. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melaksanakan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension,
persekutuan, yayasan, organisas massa, organisasi sosia politik atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

d. Subjek Pgak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

e. Wagjib Pgak, adaah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran paak,
pemotongan pajak dan pemungutan pagak, yang mempunya hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan

perpag akan daerah.

2.2.1 Dasar Hukum Pgjak Daerah

Setiap jenis pajak retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus
berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan
pemungutanya. Hal ini juga berlaku untuk pagak daerah. Siahaan (2016:39)
menyimpulkan dewasa ini yang menjadi dasar hukum pemungutan pgjak daerah
di Indonesia adalah sebagaimanadi bawah ini :
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgjak Daerah dan Retribusi
daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pgjak Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri
Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/K ota
di bidang pajak daerah

Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri
Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/K ota
di bidang retribusi daerah

2.2.2 JenisPgak Daerah

Siahaan (2016: 408) menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2000, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis

pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.

a. Pgak provins terdiri dari:

1) Pgak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Atas Aiir;

2) BeaBaik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;

3) Pagjak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;dan

4) Pgak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan

Pajak kabupaten/kotaterdiri dari:

1) Pajak Hotdl;

2) Pagak Restoran,

3) Pgak Hiburan;

4) Pgjak Reklame;

5) Pagjak Penerangan Jalan;
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6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan
7) Pajak Parkir

Mardiasmo (2016:15) menyimpulkan bahwa jenis Pgak Daerah dibagi

menjadi 2 bagian, yaitu:
a. Pgak Proving, terdiri dari:

1) Pajak Kendaraan Bermotor;

2) BeaBaik Nama Kendaraan Bermotor;

3) Pagjak bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

4) Pgjak Air Permukaan;

5) Pajak Rokok.
b. Pgak Kabupaten/Kotaterdiri dari:

1) Pgak Hotdl;

2) Pagjak Restoran;

3) Pajak Hiburan;

4) Pgak Reklame;

5) Pgjak Penerangan Jalan;

6) Paak Minera Bukan Logam dan Batuan;

7) Pagak Parkir;

8) Pagjak Air Tanah;

9) Pgjak sarang Burung Walet;

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.3 Tarif Pgjak Daerah
Mardiasmo (2016:16) menyimpulkan bahwa tarif untuk setiap jenis pajak
adalah :
a. Tarif Pgak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :
1) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar
1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2 % (dua persen);
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2) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya tarif dapat
ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan
paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

. Tarif Pgak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam

kebakaran, sosia keagamaan, lembaga sosid dan  keagamaan,

Pemerintah/TNI/Polri, Pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol moma

lima persen) dan paling tinggi sebesgar 1% (satu persen).

. Tarif Pgak kendaraan Bermotor alat-alat berat dan aat-alat besar ditetapkan

paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sbesar

0,2% (nol koma dua persen).

. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-

masing sebagal berikut :

1) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen);dan

2) Penyerahan ikedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Khusus untuk kendaraan Bermotor alat-alat berat dan besar yang tidak

menggunakan jalan umum tarif pgjak Bermotor ditetapkan paling tinggi

masing-masing sebagai berikut :

1) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima
persen);dan

2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh
puluh lima persen).

Tarif Pgak bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar

10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pgjak Bahan Kendaraan Bermotor untuk

bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh

persen) lebih rendah dari tarif Pgjak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk

kendaraan pribadi.

. Tarif Pgak Air Permukaan fitetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh

persen)

. Tarif Pgak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok

Tarif Pgjak Hotel ditetapkan paling tingi sebesar 10% (sepuluh persen)
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Tarif pgjak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
Tarif Pgak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima
persen)

Tarif Pgak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima

persen)

. Tarif Pgjak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh

persen)

Tarif Pgjak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar
25% (dua puluh lima persen)

Tarif Pgjak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen)
Tarif Pgak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh
persen)

Tarif pgjak Sarang Burung Walet 10% (sepuluh persen)

Tarif Pgak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan ditetapkan paling
tinggi sebesar 0,3% (nol komatiga persen)

Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi

sebesar 5% (lima persen)

2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pgjak Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah tata cara pemungutan Pajak Daerah adalah sebagai
berikut :

a. Pemungutan Pgjak dilarang diborongkan.

b. Setiap Wajib Pgak wajib membayar pgjak yang terutang berdasarkan surat

C.

d.

ketetapan pgak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pgjak berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Wagjib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala
Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau nota perhitungan.
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e. Wajib Pgjak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan
menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Mardiasmo (2016:17) menyimpulkan bahwa pemungutan pgak dilarang
diborongkan. Setigp Wajib Pagak wajib membayar pgak yang terutang
berdasarkan surat ketetapan pagjak atau dibayar sendiri oleh Wagjib Pajak
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak Yang
memenuhi kewagjiban perpgakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar
dengan menggunakan Surat Ketetapan Pgak Daerah (SKPD) atau dokumen lain

yang dipersamakan berupa karcis dan nota pehitungan.

2.2.5 KriteriaPemungutan Pgjak Daerah
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 2 ayat (4) tentang Pgak Daerah Dan
Retribusi Daerah. Menetapkan kriteria pgjak daerah agar dapat dipungut sebagai
berikut :
a. Bersifat pajak bukan retribusi
b. Objek pgak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang
bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup mudah serta hanya
melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/K ota yang bersangkutan
c. Objek dan dasr pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan
umum
d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau Pusat

Potensinya memadai

- o

Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative
Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan

J o«

Menjaga kelestarian lingkungan
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2.3 Retribusi Daerah
2.3.1 Definis Retribusi Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.” Retribusi adalah
pungutan Daerah sebaga pembayaran atas jasaatau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan”.

Siahaan (2016: 5) menyimpulkan bahwa retribus adalah pembayaran
wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan

oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.

2.3.2 JenisRetribusi Daerah
Retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
adalah sebagaimana di bawah ini:
a.  Retribusi Jasa Umum
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/K ebersihan
3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil
4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6) Retribusi Pelayanan Pasar
7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8) Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran
9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10) Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus
11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
13) Retribusi Pelayanan Pendidikan
14) Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi
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b. Retribusi Jasa Khusus

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
Retribusi Tempat Pelelangan

Retribusi Terminal

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Pelayanan K epelabuhanan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

10) Retribusi Penyebrangan di Air
11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perijinan Tertentu

1)
2)
3)
4)
5)

233

Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan

Retribusi 1zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Retribusi 1zin Gangguan

Retribusi I1zin Trayek

Retribusi 1zin Usaha Perikanan

Perbedaan Pgjak Dengan Retribusi
Siahaan (2016: 5) menyimpulkan beberapa perbedaan antara pajak dan

retribusi adalah sebagai berikut :
a. Kontra prestasinya. Pada retribusi kontraprestasinya dapat ditunjuk secara

langsung baik secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada paak

kontra presatasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.

b. Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu

pajak baas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati

balas jasa, baik yang membayarkan pajak maupun yang dibebaskan dari pagjak.

Sebaliknya, padaretribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya

dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi
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c. Sifat pemungutanya. Pgjak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang
yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Taraitu, retribusi hsnys berlsku
untuk orsng tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat
ditunjuk.

d. Sifat pelaksanaanya. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang
berlaku umum dan dalam pelaksanaanya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang
yang ingiun mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar
retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada
hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau
tidak. Hal ini berbeda untuk pajak. Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis,
artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi
hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.

e. Lembaga atau badan pemungutnya. Pajak dapt dipungut oleh pemerintah
daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

24  Pajak Penerangan Jalan
24.1 Definis Pgak Penerangan Jalan

Sesua dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. “Pajak
Penerangan Jalan adalah pgjak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain”.

Wisanggeni (2015:76) menyimpulkan “definis Pajak Penerangan Jalan
adalah Pgjak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik uang dihasilkan
sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain”.

Priantara (2013:544) menyimpulkan “pajak penerangan jalan agak sedikit
berbeda yakni pgak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri

maupun diperoleh dari sumber lain”.

2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pgjak Penerangan Jalan
Pemungutan PPJ di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang
jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait.
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(Siahaan, 2016: 408). Dasar hukum pemungutan PPJ pada suatu Kabupaten atau
K ota adalah sebagaimana di bawah ini

a

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi
Dagerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang paak penerangan
jaan

Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan
sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan
pada kabupaten/kota dimaksud.

2.4.3 Objek Pgjak Penerangan Jalan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Objek

Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut :

a

Objek Pgak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik

yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan:

1) Penggunaan tenaga listrik oleh instanss Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Dagerah;

2) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas
tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait dengan
kapasitas terpasang di bawah 35 KVA.

Wisanggeni (2015:76) menyimpulkan bahwa:

Objek Pgjak Penerangan Jalan

Objek Pagak penerangan Jalan adalah pengguna tenaga listrik, baik yang

dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Pengecualian pajak Penerangan Jalan

1) Penggunaan tenaga listrik oleh instans Pemerintah dan Pemerintah
Dagerah.
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2) Penggunaan tenaga listrik oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara
asing (azas timbal balik).

3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di
bawah 200 kV A yang tidak memerlukan izin dari instans terkait.

2.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pgjak Penerangan Jalan

Siahaan (2016: 409) menyimpulkan bahwa pada PPJ, subjek pajak adalah
orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana
subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang
diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sementara itu, wajib pajak adalah
orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan atau pengguna tenaga
listrik. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak, atau dengan
kata lain orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek
paak yang ditetapkan menjadi wajib pajak. Jika tenaga listrik disediakan oleh
PLN, pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.

245 Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan
a. Dasar Pengenaan Pgjak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan menurut Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 yaitu Nilai Jual Tenaga Listrik atau NJTL. Dalam undang-undang,
Nilai Jual Tenagalistrik ditetapkan sebagai berikut :

1) Dalam hal tenaga listrik dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual
Tenaga Listrik jumlah tagihan biaya bebab/tetap ditambah dengan biaya
pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik

2) Daam tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung
berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu
pemakaian listrik dan satuan harga listrik yang berlaku di wilayah Daerah

yang bersangkutan.
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b. Tarif Pgak Penerangan Jalan

Wisanggeni (2015:76) menyimpulkan bahwa:

1) Tarif Pgjak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN
yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan, minyak
bumi dan gas alam, sebesar 3%.

2) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN
yang digunakan atau dikonsums selain untuk industri, ditetapkan sebesar
2,4%.

3) Pengguna tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan
Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

Tarif Pgjak Penerangan Jalan berdasarkan Peraturan Daerah banyuwangi

Nomor 2 Tahun 2011 sebagai berikut :

1) Tarif Pgak Penerangan Jalan dari sumber lain bukan untuk kegiatan
industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 9%
(sembilan persen)

2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain yaitu golongan
industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga
persen)

3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma
lima persen)

c. Tata CaraPerhitungan pajak Penerangan jalan

Besarnya pokok PPJ yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan PPJ adalah sesuai
dengan rumus berikut :

Pgjak Terutang = Tarif Pgjak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pgjak x Nila Jual Tenaga Listrik

Umumnya dalam rekening listrik sudah tercantum perhitungan besarnya PPJ
yang harus dibayar berdasarkan jumlah pemakaian listrik dan biaya langganan
yang digunakan oleh pelanggan PLN (Siahaan, 2016: 414).
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24.6 MasaPgak dan Saat Terutangnya Pajak

a Masa terutang Pgak Penerangan Jaan Menurut Peraturan Daerah
Banyuwangi Nomor 2 tahun 2011 adalah satu bulan kalender.

b. Pgak Penerangan Jalan yang terutang terjadi pada saat terbitnya tagihan listrik
kepada pelanggan penggunatenaga listrik.
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BAB. 3METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1  Deskrips Pelaksanaan Kegitan

3.1.1 Lokas dan Waktu Pelaksanaan K egiatan
a. Lokas Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan
di PT. PLN (Persero) Rayon Jgag Area Banyuwangi yang terletak di J. Ahmad
Y ani No. 49, jgjag, Gambiran, Kabupaten Banyuwangi.

b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan pada PT. PLN (Persero) Rayon Jgjag
Area Banyuwangi selama 31 hari kerja, terhitung sgak tanggal 8 Maret 2018
sampai dengan 20 April 2018.

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyatadi PT. PLN (Persero) Rayon Jajag

Hari kerja Jam Kerja
Senin s/d jum’at Pkl 07.30 - 16.00 WIB
Sabtu & Minggu Libur

Sumber : PT. PLN (Persero) Rayon jgjag

3.2 RuangLingkup Pelaksanaan K egiatan
3.2.1 Ruang Lingkup kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan penulis ditempatkan pada bagian Pelayanan
Pelanggan yang juga berkaitan dengan penagihan dan penghitungan Pajak
Penerangan Jalan. Berdasarkan ruang lingkup kegiatan tersebut maka pada
Praktek Kerja Nyata akan dibuat laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul
“Mekanisme Pengenaan Pgjak Penerangan Jalan (PPJ) pada PT. PLN (Persero)
Rayon Jajag Area Banyuwangi”.
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3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan
Adapun kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT. PLN
Rayon Jgjag adal ah sebagai berikut :
Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata di kantor PT. PLN Rayon Jgjag

31

No.

Waktu

Kegiatan

Penanggung
Jawab

(@

(b)

(©)

(d)

Minggu
Pertama

o

Apel pagi

Mengisi PDL (perubahan data
pelanggan)

Mengambil data pemasangan baru
dan perubahan daya

Cetak PK (perintah kerja)

Mengisi work order.

Kari Sembodo

Minggu
Kedua

oolda

o

Apel pagi

Mengisi PDL (perubahan data
pelanggan)

Melakukan pelayanan perubahan
daya pelanggan

Mengambil data pemasangan baru
dan perubahan daya

Cetak PK (perintah kerja)

Mengisi work order.

Kari Sembodo

Minggu
Ketiga

oo

o

Apel pagi

Mengisi PDL (perubahan data
pelanggan)

Melakukan pelayanan perubahan
daya pelanggan

Mengambil data pemasangan baru
dan perubahan daya

Mencetak PK (perintah kerja)
Mengisi work order.

Kari Sembodo

Minggu
Keempat

Apel pagi

Mengisi PDL (perubahan data
pelanggan)

Mengambil data pemasangan baru
dan perubahan daya

Mencetak PK (perintah kerja)
Mengisi work order.

Kari Sembodo
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@ (b)

(© (d)

Minggu
Kelima

Apel pagi

Mengisi PDL (perubahan data

pelanggan)

Melakukan pelayanan perubahan

daya pelanggan Kari Sembodo
Mengambil data pemasangan baru

dan perubahan daya

Mencetak PK (perintah kerja)

Mengisi work order.

Minggu
Keenam

oo~

o

Apel pagi

Mengisi PDL (perubahan data
pelanggan)

Melakukan pelayanan perubahan daya
pelanggan

Mengambil data pemasangan baru

dan perubahan daya

Mencetak PK (perintah kerja).

Kari Sembodo

3.3 Jenisdan Sumber Data

3.3.1 JenisData

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu
data kuantitatif dan kualitatif.

a DataKuantitatif

Widoyoko (2017:21) menyimpulkan bahwa “data kuantitatif merupakan data

yang berwujud angka-angka sebagai hasil observas atau pengukuran”. Data

kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa surat perjanjian dengan pihak

rekanan dan bukti pembayaran yang akan dinyatakan dalam bentuk numerikal

serta diolah secara elektronik.

b. DataKualitatif

Widoyoko (2017:18) menyimpulkan bahwa data kualitatif merupakan data

yang menunjukan kualitas atau mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, proses,

peristiwa/lkgadia dan lainnya yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau
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berupa kata-kata. Data kualitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa hasil

wawancara dengan salah satu pegawai instansi.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek kerja Nyata ini adalah

sebagal berikut :

a

34

Data Primer

Widoyoko (2017:18) menyimpulkan “data primer merupakan data yang
diperoleh dari sumber pertama”. Data primer dalam kegiatan ini diperoleh dari
data-data terkait dengan pembayaran tagihan pajak.

Data Sekunder

Bungin (2013:128) menyimpulkan bahwa “data sekunder adalah data yang
diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder”. Sumber data sekunder

seperti artikel, internet, jurnal dan lain-lain

M etode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek

KerjaNyataini yaitu :

a

Analisis Dokumen

Widoyoko (2017:18) menyimpulkan bahwa “metode ini merupakan suatu cara
mengumpulkan data yang dilakukan dengan menganalisis is dokumen yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti”. Dokumen dalam kegiatan ini
merupakan buku-buku, majalah, peraturan-peraturan dan lain sebagainya yang
berhubungan dengan Pgjak Penerangan Jalan.

Observas

Bungin (2013:142) menyimpulkan bahwa metode observasi adalah metode
pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data
penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut

dihimpun melalui pengamatan penelitimelalui penggunaan pancaindra.
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c. Wawancara

Bungin (2013:133) menyimpulkan bahwa “metode wawancara adalah proses
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab
sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau oran yang
diwawancarai”. Dalam kegiatan ini merupakan wawancara dengan pihak yang
mengurus tentang hal-hal yang terkait dengan Pgjak Penerangan Jalan dan
meminta langsung data yang diperlukan kepada narasumber dalam hal ini
adalah pegawai PT. PLN Rayon Jgjag dan Area Banyuwangi.
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BAB.4HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Mekanisme Pengenaan Pajak Penerangan Jalan
4.1.1 Penghitungan Pajak Penerangan Jalan
Bagan 4.1 skema penghitungan PPJ

Pelanggan
Jenis Meteran
Meteran Prabayar Meteran Pascabayar
Jumlah meter kWh Jumlah Pemakaian
yang di beli Tenaga Listrik
A\ 4
x NJTL/KWh x NJTL/KWh
Total NJTL (DPP) Total NJTL (DPP)
x % tarif PPJ
A 4
PPJ terutang

Sumber : Data invoice dan bukti pembelian token listrik (lampiran
halaman 67 dan 68) diolah tahun 2018

Jumlah Pgjak Penerangan jalan yang dipungut diambil dari jumlah dasar
pengenaan pajak, yang kemudian dari dasar pengenaan pajak tersebut dikalikan

dengan jumlah tarif yang berlaku pada masing-masing daerah yang pada kasus ini
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adalah tarif yang berlaku di Kabupaten Banyuwangi yaitu sebesar 9%. Perolehan
besaran dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan dalam pelaksanaanya dibagi
menjadi 2 berdasarkan jenis meteran yang digunakan. Untuk pengguna meteran
prabayar dasar pengenaanya adal ah jumlah kWh meter yang dibeli oleh pelanggan
dikalikan dengan Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) per meter yang berlaku saat
ini, kemudian dari jumlah ini dikalikan dengan besaran tarif PPJ yang berlaku
sebesar 9%. Sedangkan untuk pelanggan pengguna meteran pascabayar jumlah
dasar pengenaan paaknya diperoleh dari hasil kali jumlah Rupiah Pemakaian
Tenaga Listrik (RPPTL) dikalikan dengan Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) per
meter yang berlaku saat ini, kemudian dari jJumlah NJTL total tersebut dikalikan
dengan besaran tarif PPJ yang berlaku sebesar 9%.

Pajak terutang = dasar pengenaan paak X tarif

Masa Pgjak penerangan adalah selama individu tersebut menjadi pemakai
tenaga listrik yang disediakan oleh pihak PLN. Pgak penerangan Jalan uang
terhutang terjadi sgjak dilakukanyatenaga listrik pertamakali oleh pelanggan.
Contoh penghitungan Pajak Penerangan Jalan pada PT. PLN Rayon Jajag :

a. Sistem Prabayar (Lampiran halaman 73)
Diketahui : Pak Ketut membeli token listrik prabayar sgumlah Rp 50.000,00
di loket pembelian listrik.
Ditanya : Berapakah Pajak Penerangan Jalan yang dikenakan pada pak Ketut?

Jawab : Dasar Pengenaan Pgjak = Jumlah kWh yang didapat x NJTL/kWh
= 34,00 x Rp 1.352,00
= Rp 45.871,00
Pgak yang terutang = Dasar pengenaan Pgjak x Tarif pagjak
= 45.871 X 9%
= 4128,39 = Rp 4.129,00
(Tarif NJTL/KWh terdapat padalampiran halaman 71)
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b. Sistem Pascabayar (Lampiran halaman 72)
Diketahui : Tagihan bulanan Pengairan atas pemakaian bulan Maret telah
keluar dengan jumlah pemakaian 135 kWh.
Ditanya : Berapakah Pgjak Penerangan Jalan yang dikenakan kepada pak
Jawab
Dasar pengenaan pgjak = Jumlah kWh yang dipakai x NJTL/KWh
= 135 x Rp 1.352,00
= Rp 182.520,00
Pgjak yang terutang = Dasar pengenaan pajak x Tarif pgak
= 182.520 X 9%
= Rp 16.427,00

(Tarif NJTL/KWh terdapat pada lampiran halaman 71)
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4.1.2 Sistem Pemungutan Pgak Penerangan Jalan oleh PT PLN (Persero)

K epada Pelanggan
Bagan 4.2 Mekanisme pemungutan Pgjak Penerangan Jalan oleh PT PLN kepada
para pelanggan
PT. PLN
Pelanggan

Jenis Meteran

Meteran Prabayar Meteran Pascabayar

Pembelian token Tagihan listrik

listrik per bulan

PPJ Terutang

sumber : Datainvoice dan bukti pembelian token listrik (lampiran halaman
67 dan 68) diolah tahun 2018

Sistem yang digunakan PT. PLN rayon jgjag khususnya Pajak Penerangan
Jalan menggunakan sistem self assesment system yang merupakan sistem
pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk
menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.oleh karena itu, PLN berhak
untuk menghitung sendiri besarnya Pgak Penerangan Jdan yang akan
dipungutkan kepada para pelanggan.
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BAB. 5 PENUTUP

51 Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil Tugas Akhir yang telah penulis buat, dapat

dismpulkan mekanisme pengenaan Pgjak Penerangan Jalan pada PT. PLN

(Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi terdiri dari :

a. Proses penghitungan Pajak Penerangan Jalan dapat dibedakan berdasarkan
jumlah kWh meteran yang dipakai oleh pengguna.

b. Pemungutan Pgjak Penerangan Jalan dapat dibedakan berdasarkan pada waktu
pembelian token prabayar dan pembayaran tagihan invoice pascabayar.

c. Proses penyetoran yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) kepada BPKAD
yang dilakukan oleh pihak kantor distribusi Jawa Timur yang mengepalal
daerah yang ada di Jawa Timur.

52 Saran
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis sedlama
melaksanakan kegiatan magang di PT. PLN (Persero) Rayon Jgag Area
Banyuwangi, penulis memberikan saran kepada PT. PLN (Persero) Rayon Jaag
Area Banyuwangi sebagai berikut :
a. Meningkatkan sistem pelayanan yang digunakan untuk pelayanan pelanggan
terutama untuk permasal ahan Password dan username.
b. Meningkatkan jumlah dan kinerja pegawai lapangan sehingga tidak terjadi
kecolongan lagi dalam pengukuran meter kWh yang mengakibatkan
penurunan jumlah Pajak Penerangan Jalan yang diterima.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Magang

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kali - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Emanl . fisip @ ungj ac id

Nomor : 0721/UN25.1.2/SP/2018 27 Pebruari 2018
Lampiran  : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala PT PLN Persero Area Banyuwangi
Kabupaten Banyuwangi

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap
mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan
magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara
untuk memberikan rekomendasi ijin_kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa
kami di Kantor PT PLN Persero Area Banyuwangi. Adapun nama mahasiswa yang akan
mengikuti kegiatan magang adalah :

No NAMA NIM | ProgramStudi |
1. | Novan Andika 150903101033 |  Diploma Il Perpajakan j

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

@"ﬂ“ an Dekan
O, :
gl ekan/d/
LAV L
m
A .
F —_—
P ,
s . Hadi Prayitno, M.Kes

IP 19610608 198802 1 001
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Lampiran 2. Surat Diterima Magang

PT PLN (Persero)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA BANYUWANGI

Jalan Nustara No. 01 Fany uwing

Telepon (0330421441, 421442 Facsimile (0333 421446 Websng www plaeosd
Kotk Pos 68412 Eemail apybanyviwangi@pln. co.id
Nomor ;DS /STH.00.01/AREA-BWG/2018 07 MAR 2018
Lampiran  : sesuai isi surat
Sifat )
Perihal : ljin Kegiatan PKN KEPADA :
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

JI. Kalimantan - Kampus Tegalboto
di

JEMBER - 68121

Menindaklanjuti surat Saudara,

Nomor : 0721/UN.25.1.2/SP/2018
Tanggal : 27 Februari 2018
Perihal : Pengantar Magang

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami menyetujui  permohonan
kegiatan praktek mahasiswa Saudara

Nama : NOVAN ANDIKA
NIM : 150903101033
dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memakai seragam almamater

2. Pelaksanaan praktek di PT PLN (Persero) Rayon Jajag terhitung tanggal 08 Maret
s.d. 20 April 2018, terkait dengan penempatan dan pembimbing akan ditentukan
lebih lanjut oleh Manajer Rayon Jajag,

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Tembusan :
Manajer Rayon Jajag

Model No. 1001

46
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Lampiran 3. Surat Tugas Magang

KEMENTERIAN RISET. TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax, (0331) 335586 Jember 68121

SURATTUGAS
Nomor : 1046/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Surat dari PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi nomor
0251/STH.00.01/AREA-BWG/2018 Tanggal 07 Maret 2018 Perihal Persetujuan Tempat
Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas [Imu Sosial Dan llmu Politik Universitas

Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercamtum dibawah ini:

NO

NAMA NIM Program Studi

1

Novan Andika 150903101033 Diploma Il Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area
Banyuwangi mulai tanggal 08 Maret s/d 20 April 2018.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2018

f 7/

fladi Prayitno, M.Kes:
P 1961060819880210(5;11’

Tembusan
1. PT.PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi

2. Koordinator Prodi Diploma 11l Perpajakan

3.

yang bersangkutan.

di Perpayakan 2018
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGL DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 1047/UN25.1.2/5P/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan [lmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Sandhika Cipta Bidhari S.M.B,, M.M.
NIP : 760014664
Jabatan : Tenaga Pengajar

Pangkat, golongan  : -,-

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas [Imu
Sosial dan llmu Politik Universitas Jember dikantor PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area
Banyuwangi , terhitung mulai tanggal 08 Maret s/d 20 April 2018. Adapun nama-nama
mahasiswa sebagai berikut.

NO NAMA NIM Program Studi

1 | Novan Andika 150903101033 Diploma lIl Perpajakan

| Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

~=Jgmber, 16 Maret 2018
LoGaELH) kan,

Dr, Hadi Prayitno, M.I{es.-[
NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember

2. Koordinator Prodi Diploma 11l Perpajakan FISIP UNE]
3. Kasubag Akademik FISIP UNE‘]j

d3 Perpajakan 2018
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
I, Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURATTUGAS
Nomor : 1059/UN25.1.2/$P/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D Il Perpajakan
Fakultas llmu Sosial Dan llmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas [Imu Sosial
Dan llmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

PANGKAT/ '
NO NAMA GOLONGAN JABATAN KETERANGAN
1 | Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M. - Tenaga DPU
|| NIP.760014664 - Pengajar
Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :
Nama : Novan Andika
NIM : 150903101033
Program Studi : D Il Perpajakan
Judul : Prosedur Perhitungan, Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pada PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 16 Maret 2018

Tembusan

1. Dosen Pembimbing

2. Kasubag. Pendidikan

3. Mahasiswa yang bersangkutan
4, Kasubag. Keu & Kepeg.

5. Pertingga

diploma tiga perpajakan
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Lampiran 6. Daftar Absen Magang

PT PLN (PERSERO)

I

¢ [DISTRIBUSI JAWA TIMUR
[FF|AREA BANYUWANG
RAYON JAJAG

Julan Ahmad Yani No. 47 Jajag
Telepon : 0333-396221
www.pln.co.id
Kode Pos

Facsimile

© GB486 Email

: 0333-392064

: mjajag@ipin.co.id

Website

Daftar Absen Praktek Kerja Nyata (PKN)
Pada PT. PLN (Persero) Rayon Jajag

Nama : Novan Andika
Nim : 150903101033
Program Studi  : D3 Perpajakan — FISIP — Universitas Jember
[No.| Hari Tanggal Waktu Tanda tangan Keterangan
1 Kamis | 08 Maret 2018 07.30 - l%
16.00
2 Jum’'at 09 Maret 2018 07.30 - 2
16.00 Jg
3 [Senin |12 Maret2018 | 07.30 - %
16.00 7
4 Selasa 13 Maret 2018 07.30 - o = Izin
11.30
5 Rabu 14 Maret 2018 - S Izin
6 Kamis 14 Maret 2018 07.30 - 6
16.00
7 | Jumat 16 Maret 2018 07.30 - 7
16.00 3
8 Senin 19 Maret 2018 07.30 - 8
e P
9 Selasa 20 Maret 2018 07.30 - SIS Izin
11.30
10 | Rabu 21 Maret 2018 - 10 = Izin
11 |Kamis |23 Maret2018 | 0730— |11
16.00
12 | Jumat 24 Maret 2018 07.30 - 1244'
16.00
13 |Senin |26 Maret 2018 | 07.30 - ujgf
16.00
14 | Selasa 27 Maret 2018 07.30 - l4g’
16.00
15 | Rabu 28 Maret 2018 07.30 - 15%'
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16 [Kamis |29 Maret 2018 2 16 — Izin
17 |Senin |2 April 2018 07.30 - 1%%
16.00
18 |Selasa |3 April 2018 07.30— 18
16.00
19 |[Rabu |4 April 2018 0730- |19 - Izin
; 11.30
20 | Kamis | 5 April 2018 5 20 <, Izin
21 |Jum’at | 6 April 2018 0730- |21
16.00 :
22 |Senin |9 Aprl2018 | 0730 2%
16.00
23 |Sclasa |10 April 2018 | 07.30— |23
16.00
24 [Rabu | 11 April 2018 | 07.30— 24 F
16.00
25 |Kamis |12 April 2018 | 07.30- |2
16.00
26 |Jum’at |13 April 2018 | 07.30- 26
16.00
27 |Senin |16 April 2018 | 07.30— |27
16.00
28 |Selasa | 17 April 2018 | 07.30- 28
16.00 :
29 [Rabu |18 April 2018 | 07.30— |2
16.00 |
30 |Kamis | 19 April 2018 | 07.30— 30 %_’
16.00
31 |Jumat |20 April 2018 | 07.30- 31%
16.00
Banyuwangi, 20 April 2018

=

e

Manager Rayon
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Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 7. Nilai Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGL DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

N Kadimuian - Kempas Tegaitoto Telp (0331) 335588 33103 Fan (U30] ) 135508 Jumber 68121
S dsme oa Taip (0031 127

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA IIT PERPAJAKAN - FISIP UNE]

NO.  INDIKATOR PENILAIAN T c:JI\L Al 1
|h_l_ I'cngunm.\hlc;iTuw ] . A g?_ ﬁ.__
?  Kemampuan/ Kerjasama 80 AR

3 Etika R0 An, |
4 | Disiplin § [ an.]
L NILAIRATA-RATA _5‘—, . TA |

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama - AdeasBE2 A ADVSA. .
NIM .| Q’)‘)a’:‘ro»"o .

Jurusan Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma I11 Pl'rpajnkm

Yang Menilai }<am \Jamh,cw

Nama

NIP
Jabatan
Instansi
Tanda Tangan
[NO.| ANGKA |HURUF  KRITERIA |
1 ] 280 r
2 | 755AB<80  AB
73 [ 70sB<78 |
4 | 65sBC<70 BC CukupBak |
5 | 60sC<85 C T Ulump — 1
6 %5sCD<80 | CD | Kumng
7T B0sD<85 | D | Kueg
8 | 45sDE<S50 | DE | Sangat Kurang |
g 28 E | SengatKuang |



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

53

Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Magang

PT PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA BANYUWANGI
RAYON JAJAG

Jalan Ahmad Yani No. 47 Jajag

Telepon : 0333-396221 Facsimile : 0333-392064 Website: www.pln.co.id
Kode Pos . 68486 Email : m.jajagiipln.co.id
SURAT KETERANGAN
Nama : Hendik Purwahyudi
Jabatan + Manager Rayon

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Novan Andika
Nim 150903101033
Program Studi : D Il Perpajakan Fisip Universitas Jember

Telah selesai melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT. PLN (Persero) Rayon Jajag selama
31 (tiga puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal 08 Maret sampai dengan 20 April 2018
dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banyuwangi, 20 April 2018

o

—_—

Hendik Purwahyudi
Manager Rayon
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Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi dan Bimbingan Tugas Akhir

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

3. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp, (0331) 333386, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email ; fisipunci@tetkom.net, Telp, (0331 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

Nama : Novan Andika

NIM 1 150903101033

Jurusan : lmu Administrasi

Program Studi  : Diploma [1l Perpajakan

Alamat Asal : Bangorejo RT 02/02, Kecamatan bangorejo, Kabupaten banyuwangi

Judul Laporan

Mekanisme Pengenaan Pajak Pencrangan Jalan pada PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area
Banyuwangi

(Mechanism of Imposition Road Ligiting Tax at PT PLN Distrie Jajag Area Banyuwangi)

Dosen Pembimbing : Sandhika Cipta Bidhari S:M.B. MUM.

. [ TANDA

| NO | HARUTANGGAL : JAM URAIAN KEGIATAN TANGAN

I | Senin, 7 Mei 2018 | 09.00 | Revisi Judul, Revisi Bab | dan Bab 2

| | | PEMBIMBING

Senin, 14 Mei 2018 | 09.00 | Revisi Bab 1. i;'.t]'l 2 dan Bab 3
| Jumvat, 18 Mei 2018 | 09.00 | Revisi Bab I, Bab 2 dan Bab3 |
4| Senin, 28 Mei 2018 | 09.00 | Revisi B&b 1, Bub2 dan Bab3 | (ﬁﬂ‘ N
5 | Scnin, 4 Juni 2018 | 09.00 | Revisi Bab 1, Bab 2, Bab 4 dan bab 5 bf e )
6 | Kamis, 28 Ju]i_E(I'iSl [ H]H R'c.\'in'i Iaab; = - |
7 | |

| La | na

54


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

55

Lampiran 10. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pgjak Daerah dan
Retribusi Daerah

Menimbang

. a.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan
untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib,

sejahtera, dan berkeadilan;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah
dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-
luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban
menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem

penyelenggaraan pemerintahan negara;

bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah
satu sumber pendapatan daerah vyang penting guna

membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan
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perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan

pemberian diskresi dalam penetapan tarif;

. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah

dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan
keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan

memperhatikan potensi daerah;

bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan

dengan kebijakan otonomi daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf
f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah;

: Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat
(2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH.
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Pajak Penerangan Jalan

Pasal 52

(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang

dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

seluruh pembangkit listrik.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah:

a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah
Daerah;

b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh
kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;

c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas
tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

d. penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 53

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat

menggunakan tenaga listrik.

(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang

menggunakan tenaga listrik.

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak

Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 54
(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran,

Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap
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ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam
rekening listrik;

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik
dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik,
jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di

wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 55

(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh

persen).

(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan
minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling

tinggi sebesar 3% (tiga persen).

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tariff Pajak Penerangan

Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

(4) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 56

(1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dengan

dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

(2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat

penggunaan tenaga listrik.

(3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk

penyediaan penerangan jalan.
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Lampiran 11. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas
Undang No. 18 Tahun 1998 Tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah

UNDANG UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang :

a bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan  Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerinteh Pusat dan Daerah, maka
penydenggaraan Pemerintah Daerah  dilakukan  dengan memberikan
kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada
Daerah;ageamang

b. bahwa ddam penydenggaraan Otonomi Dagerah, dipandang perlu menekankan
pring p-prinsp demokras, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan
akuntabilitas serta memperhatikan potens dan keanekaragaman Daerah;

c. bahwa Pgak Daerah dan Retribus Daerah merupakan sdah satu sumber
pendapatan Daerah yang penting guna membiayal penydenggaraan pemerintahan
Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantgpkan Otonomi Daerah yang
luas, nyata, dan bertanggungjawab;

d. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgak Daerah dan
Retribus Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;

e bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
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huruf d di aas, maka perlu dilakukan Perubahan atas Undang-undang Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pgjak Daerah dan Retribus Daerah,

Mengingat :

Pasd 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasd 18B, Pasd 20 ayat

(2), danPasd 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah

dengan Perubahan K edua Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgak Daerah dan Retribus
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran NegaraNomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

=

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

"Pasal 2
(4) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pgak kabupaten Kota
sdain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhl kriteria sebagal berikut:

a. bersfa pgak dan bukan Retribusi;

b. objek pgak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota
yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah
sata hanya mdayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota
yang bersangkutan;
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objek dan dasar pengenaan pgak tidak bertentangan dengan
kepentingan umum;

objek pgak bukan merupakan objek pgak Proping dan/atau objek
paak Pusd;

potensinyamemeadai;

tidak memberikan dampak ekonomi yang negetif;

memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
menjaga kel estarian lingkungan.
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Lampiran 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011

Tentang Pgjak Daerah

BUPATI BANYUWANGI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR
2 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : a. bahwa pagak kabupaten merupakan salah satu sumber
pendapatan asli daerah yang penting untuk mendanai
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
agar roda pembangunan dapat berjalan secara bak
dan lancar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 2
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka beberapa
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang
Pajak untuk disesuaikan pengaturannya sesuai
dengan undang-undang dimaksud;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuwangi tentang Pajak Kabupaten dalam suatu
Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propins Jawa Timur (Berita Negara
Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Nomor
2753);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah
diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3116);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4189);

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4377);

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

64

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

10. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor4844);

11. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);

12.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

13.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4725);

14.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4959);

15.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

16.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

17.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049) ;
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang

Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4859);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
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tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar
Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5179);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

27.Perturan Daerah Kabupaten Dati Il Banyuwangi
Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Banyuwangi (Lembaran Daerah
Tahun 1988 Nomor 3/c);

28.Perturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1/D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

dan

BUPATI BANYUWANGI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kelima
Pgjak Penerangan Jalan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 42

Dengan nama Pgjak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga

listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
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Pasal 43

(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik
yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi seluruh pembangkit listrik.

(38) Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga
listrik yang berasal dari PLN atau selain PLN.

(4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Daerah;

b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan
kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis
terkait dengan kapasitas terpasang di bawah 35 KVA.

Pasal 44

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang
dapat menggunakan tenaga listrik.

(2) Waijib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan tenaga listrik.

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak
Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Paragraf 2
Dasar pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 45

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan jalan adalah nilai jual tenaga
Listrik.

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan:

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan
pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya
beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel
yang ditagihkan dalam rekening listrik;

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik
dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan
listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik
yang berlaku di wilayah Daerah yang ditetapkan oleh Perusahaan
Listrik Negara.
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Pasal 46

a. Tarif Pajak Penerangan Jalan dari sumber lain bukan untuk kegiatan
industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan
sebesar 9% (sembilan persen).

b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain yaitu
golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar
3% (tiga persen);

C. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu
koma lima persen).

Pasal 47

Besaran pokok Pgak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 dengan dasar pengenaan paak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45.

Paragraf 3
Sistem Pemungutan

Pajak Pasal 48

Pajak Penerangan Jalan dipungut dengan sistem Self Assesment.

Paragraf 4
Masa Pgjak Dan Saat TerutangPajak

Pasal 49
Masa Pgjak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
bulan kalender.

Pasal 50

Pgjak Penerangan Jalan yang terutang terjadi pada saat penggunaan tenaga
listrik atau sejak diterbitkan SPTPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

68
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Lampiran 13. Transkrip wawancara 1

Transkrip wawancara dengan pegawal PT. PLN (Persero) Rayon Jajag.

Narasumber 1 : Jumadi (Supervisor Transaksi Energi)
Narasumber 2 : Kari Sembodo (Supervisor Pelayanan Pelanggan dan
Administrasi)

Wawancara dengan Narasumber 1 :

Penulis : “Mas, PPJ itu sebenarnya Pajak Atas apa?”

Narasumber 1 : “PPJ itu pajak yang dikenakan atas listrik yang dipakai oleh para
pelanggan listrik PLN”

Penulis : “Terus tarif pajaknya itu berapa mas?”

Narasumber 1 : “Tarif pajaknya untuk di banyuwangi sediri sebesar 9%. Tapi
selain banyuwangi ada yang lebih tergantung dengan Perda
masing-masing”

Penulis : “Lalu cara menghitungnya bagaimana?”

Narasumber 1 : “Cara menghitung PPJ sendiri tarif yang 9% itu dikalikan dengan
Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik yang dikonsums oleh
pelanggan”

Penulis : “Terus Penyetoranya bagaimana mas?”

Narasumber 1 : “Kalau untuk penyetoran Rayon sendiri bukan wewenang Rayon.
Rayon hanya bertugas untuk memunguta sgja, nanti terus
disetorkan ke pihak Area, dari pihak Area lau disetorkan
kepada Distribusi baru bisa disetorkan kepada pihak Pemda”

Wawancara dengan Narasumber 2 :

Penulis : “Pak, Pajak Penerangan Jalan itu pemungutanya bagaimana?”

Narasumber 2 : “Pajak Penerangan Jalan itu cara pemungutanya ada dua cara
tergantung dengan jenis meteranya. Kalau meteran pascabayar
itu dipungutnya tiap sebulan sekali saat tagihan invoice itu
terbit. Kalau yang meteran Prabayar dipungutnya tiap para

pelanggan membeli token listrik”
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Penulis

Narasumber 2 : “

70

: “Berarti kalau pelanggan meteran Prabayar PPJ yang harus di

bayar lebih besar pak?”

Itu tidak selalu, kan kalau yang pelanggan Pascabayar itu
pemakai anya kebanyakan lebih besar dari yang prabayar. Semua
tergantung dengan pemakaian pelangganya, tapi lebih seringnya
lebih besar yang pascabayar”
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Lampiran 14. Tarif NJTL/kWh Mulai BulaMei 2017

REGULER PRABAYAR
GOL. — AB/
NO. BATAS DAYA BIAYA BEBAN Ro/kWh
TARIF : ! AYA PEMAKAIAN (Rp/kWh (Rp/kWh)
(Rp/kVA/bulan) |  BIAY/ Rpfiih)
1. R-1/TR 5..450 VA 11.000 Blok1 :0s.d. 30 kWh :169 415
Blok Il : di atas 30 kWh
s.d. 60 kWh : 360
Blok 111 : di atas 60 kWh : 495
2. R-1/TR 900 VA 20.000 Blok1 :0s.d. 20kWh :275 605
| Blok Il : di atas 20 kWh
s.d. 60 kWh : 445
Blok 1 : di atas 60 kWh : 495
900 VA-RTM 2 | 1.352 1.352
- R-1/TR 1.300 VA *) 1.352 1.352
4. R-1/TR 2.200 VA o | 1.352 1.352
5. R-2/TR 3.500 s.d. ‘) 1.352 1.352
5.500 VA
| 6. R-3/TR 6.600 VA *) 1.352 1.352
| Keatos
| Catatan: |
‘) Diterapkan Rekening Minimum (RM): |
RM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya Tersambung (kVA) x Biava Pemakaian. |

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

rt
t
o]

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SUMBER DAYA MINERAL

Sumber : Permen ESDM No. 28 Th 2016
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Lampiran 15. Tagihan Invoice Pelanggan

| PT.PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR [Cwrormas: |
#’_ AREA BANYUWANG! JAGHAN LISV

RAYON JAIAG PT PLN [Persero) Kantor Pusat
] JI Trunojoye Blok M | [ 135, Melawai
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
NPWP : 01.001.628.3-051.000
Kepada Yth Id Pelanggan : 5167601165647
RD PENGAIRAN Rekening Bulan £ 03-2018
Tarll ! Dava S R1MJ 900 WA
DS SUKOREJD 0 RT.00 RW.00 Taril § Days Lama fovA
FEM k¥hkvarm 5 1
NPWP - 00.000.000.0-000.000 FKM kWhikvarh LM e 1
No Invoice -515750“854?-?@1! Jam Nyata | Fak K £ 180
Catatan Mater L Tanggal LWBP wepP TOTAL KVARH
St Akhir 23-02-2018 11,507.000
51 Awal 28-01-2018 1.372.000
Selsih Stand (st akhir - st awal) * FKM 135.000 0.000|
Pemakain kKWh Total 135.000 0.000 135,000 0000
| Penyerahan Lisirk
1. Pendapatan Biaya Baban Rp o
2_Pendanetan Biaya Pemakaian Ro 182520
Lwep WBP _ kvarh By
Pomk kWn | Bisye Pemk | SubTotal | PemkkWh 1| Bisve Pemk | Sub Total | Kelbib kiarh | Bigve kviaeh | Sub Total
A
B
c
7]
BLOKI BLOKIL S TOTAL
A 135 1,382 182,520 0 a 0 ) 0] 0 182,
-]
c
]
3. Rupiah PTL Bruto (1+2) Ra 182,520
4. Rupish Kompensasi TMP Ro ]
& Jumiah PTL Netio (3-4) Ro 182.520
6. Jumiah Rupiah Pemaksian Tenaga Lisirk (PTL) yang ditagihian Ro 182.520
7. Tagihan Lainnya “Ro 0
B. Jumiah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) {6+7) Ro 182,520
8. PPN Ro " 18252
Total Penyerahan Listrik Ro 182,520
|PPN DIBEBASKAN SESUA| PP NOMOR 81 TAHUN 2015]
Il Paiak Peneranaan Jalan (PEMDA) (... % X PTL Netio} ' Rp 16,427
PTL 200 (%) x 182520 Rp 16,427 ¢
il Penverahan Non Listrik
1. Sewn Tralo | Pemakaian Trafo / Sewa Kapassor, ail Ro [
2. PPN Rp 0
Total Penyerahan Non Listrik Ro @
IV Jurmiah Tagihan {1+ 11 + 1) Rz 190,047
TERBILANG
Sematus Puluh Delapan Ribu biian Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah
Batas Akhir Masa Bayar 20 Maret 2018
Status : BELUM LUNAS{11)
Tanggal Bayar 2 )

Biaya Keterlambatan {(BK) Rp.0

JAJAG, 08-03-2018
MANAJER

Kalarangan -

A = TarifDaya Bary TTL Baru

8 = TaritDaya Lama TTL Baru
C = TantDaye Bary TTL Lama
D = TarifDaya Lama TTL Lama

DONALIA ARIE YULIANTO

1. Informasi Taginan Listrik ini beriaky sebagai dokumen tertentu yang kedudukannys dipersamakan dengan Fakiur Pajak sesuai dengan Peraturan Direkiur Jenderal Pajak
No. PER-10/PJI2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pagak No. PER-33/PJ/2014,
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Lampiran 16. Bukti Pembelian Token Listrik
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